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Abstrak :           Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus 
Disease  2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan 
masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur  dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya anggota 
Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat dan Staf Panitia Pemungutan Suara 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan Nomor : 259/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/Vl/2020  ini adalah: 

UU Nomor 28 Tahun 1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 3851);UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran 
Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723); UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5679);UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Ri Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);UU Nomor 2 Tahun 2020 
tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6516); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemlihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, dalam Penyelenggaraan 



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Pemilihan 
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI 
Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan 
KPU RI Nomor 189/PP.04.2-/Kpt/03/KPU/lll/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU 
Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/ll/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, 
dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota. 
 

Dalam Keputusan KPU  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomo 259 /PP.04.2-

Kpt/7310/KPU-Kab/Vl/2020 ini Menetapkan :  

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan dan berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal  19 Juni 2020 
sampai dengan  31 Januari  2021. 

Catatan :       -         Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini    
berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal  19  Juni 2020. 

 


